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Abstract

For the umpteenth time, various programs have been developed in response
to the problems of street children in Indonesia. The government has officially
attempted to address the problems through a number of avenues. However,
the overall effort appears to be cursory at best. Only a small number of street
children seem to benefit from the official programs, while the number of this
population continues to climb.

In spite of the failures of previous programs, the government seems to be reluctant
to change its position and to undertake alternative approaches in addressing
the problems of street children. Intervention programs for street children in
Indonesia, at the provincial and regional levels, are uniformly developed in
the form of national programs. Consequently, local culture and knowledge are
not adequately reflected in the framework and approaches that the provincial
and regional governments bring to the implementation of programs for street
children. This severely reduces the value and impact of the programs.

Drawing from an extensive case study on the intervention programs for street
children in Yogyakarta Province, this study explores the major problems
surrounding the national intervention programs for street children in
Indonesia. It focuses on how national policy and programs are implemented
at the provincial and regional levels. For this purpose, this study employed a
qualitative approach and used a twofold research methodology, a combination
of analyzing the pertinent documentation relating to policy and programs for
street children along with serial interviews conducted with key informants from
government offices and non-governmental institutions (NGOs).
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I. Pendahuluan

Beragam kebijakan dan program telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai
jawaban atas permasalahan anak jalanan di Indonesia. Pemerintah telah secara resmi
berupaya—-dengan menggunakan berbagai pendekatan—untuk mengatasi masalah anak
jalanan tesebut. Namun keseluruhan upaya itu terkesan hanya bersifat formalitas dan
dilakukan dengan sepintas lalu. Hanya sebagian kecil anak jalanan yang benar-benar
menerima manfaat program-program dari pemerintah tersebut, sementara itu jumlah

anak jalanan terus mengalami meningkat tajam dari hari ke hari.

Meskipun demikian, pemerintah terkesan enggan mengubah kebijakan dan
programnya dengan mengambil langkah alternatif dalam menangani permasalahan
anak jalanan. Program-program intervensi bagi anak jalanan di Indonesia, di tingkat
provinsi dan kabupaten, dikembangkan secara seragam dalam bentuk program nasional.
Akibatnya, kerangka kerja dan pendekatan yang di kembangkan pemerintah daerah
dalam pelaksanaan program bagi anak jalanan cenderung kurang mengakomodir
pengetahuan dan budaya lokal, sehingga berdampak pada kurang efektinya beberapa

program yang ada saat ini.

Dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan secara ekstensif mengenai
program-program penanganan anak jalanan di Provinsi Yogyakarta, penelitian ini
berusaha menganalisis berbagai masalah besar yang menyelimuti program-program
nasional bagi anak jalanan di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada
bagaimana kebijakan dan program-program nasional diimplementasikan pada tingkat
provinsi dan kabupaten. Untuk tujuan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan metodologi penelitian yang merupakan kombinasi antara analisis atas
dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan dan program bagi anak jalanan dan
serangkaian wawancara yang melibatkan berbagai pihak terkait dari kantor-kantor

pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan.

Kebijakan dan program perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang
hidup di jalan di DIY sendiri pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yakni upaya
pencegahan (preventif) terhadap anak-anak yang rentan untuk turun ke jalan karena
berbagai alasan serta upaya perlindungan (protektif-rehabilitatif) terhadap anak-anak
yang sudah berada atau hidup di jalan dengan beragam resikonya. Langkah pencegahan
dimaksudkan sebagai upaya antisipatif, dimana dalam hal ini program pemerintah
difokuskan pada anak-anak yang sebenarnya belum masuk dalam komunitas anak
jalanan, namun mereka memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk hidup di jalan karena
berbagai alasan. Salah satu faktor utama yang mendorong anak turun ke jalan adalah

ketidakberfungsian peran keluarga dalam pengasuhan anak secara ideal, baik karena
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faktor ekonomi maupun karena faktor-faktor terkait lainnya, termasuk di dalamnya

faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oleh karena itulah program-program pemerintah terkait pencegahan ini lebih
banyak difokuskan pada upaya pemberdayaan keluarga melalui berbagai kegiatan.
Di antara beberapa program yang telah dijalankan pemerintah terkait penguatan
keluarga ini antara lain kampanye atau edukasi tentang parenting skill, pengembangan
ekonomi produktif, dan pelatihan-pelatihan terkait lainnya. Upaya penguatan keluarga
diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang dapat

membantu mencegah anak turun ke jalan.

Adapun langkah Perlindungan (protektif-rehabilitatif) terhadap anak jalanan
dimaksudkan sebagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap anak-
anak yang sudah hidup di jalan dengan beragam resikonya. Upaya yang dilakukan
oleh pemerintah dalam hal ini terfokus pada program pemenuhan hak-hak anak yang
tercabut atau tidak dapat dipenuhi karena mereka berada dan hidup di jalanan, antara
lain seperti hak identitas, hak pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan,
hak pendidikan, serta hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum,
mengingat kehidupan di jalan membuat mereka sangat rentan untuk terlibat dalam

kasus-kasus hukum, baik keterlibatan mereka sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang
hidup di jalan ini ada beberapa langkah penting yang merupakan bagian dari mandat
yang ditekankan baik dalam Peraturan Daerah Nomor 6/2011 maupun Peraturan
Gubernur DIY Nomor 13/2012, antara lain:

Pertama, upaya pemetaan data secara berkala tentang populasi anak yang
hidup di jalan. Pemetaan data ini dirasa sangat penting karena komunitas anak jalanan
sendiri sangat beragam klasifikasi, persoalan dan latar belakangnya. Ada indikasi kuat
bahwa ketidakberhasilan program-program pemerintah terkait anak jalanan selama
ini disebabkan karena lemahnya pendataan, sehingga banyak kebijakan dan program
yang cenderung salah sasaran. Dalam hal ini pemerintah daerah membentuk tim
khusus dari berbagai elemen, termasuk di dalamnya pekerja sosial, yang bekerja secara
profesional melakukan pendataan dan asssessment terhadap anak-anak yang hidup di

jalan beserta keluarganya.

Kedua, penjangkauan (outreach) merupakan aspek lain yang ditekankan dalam
kedua kebijakan pemda DIY terkait anak jalanan. Dalam hal ini kebjikan yang ada
mensyaratkan adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penjangkauan
terhadap anak di jalan yang menjunjung tinggi hak-hak dan kepetingan terbaik anak.
Prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan

desain dan proses penjangkauan anak-anak di jalan dengan harapan agar tidak terjadi
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lagi sistem penjangkauan dengan pola lama yang represif dan cenderung mengabaikan

kepentingan dan hak-hak anak.

Pada akhirnya, muara dari keseluruhan kebijakan perlindungan dan pemenu-
han hak-hak anak yang hidup di jalan adalah upaya reunifikasi/reintegrasi mereka
dengan keluarga dan lingkungan sosialnya yang lebih baik. Pada hakekatnya, orang
tua merupakan eleman penting dalam proses tumbuh kembang anak yang tidak bisa
digantikan perannya oleh pihak manapun. Idealnya, keluarga dan rumah tangga yang
kondusif merupakan tempat dimana anak seharusnya berada dan menjalani poses

perkembangannya.

Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar anak-anak yang
hidup di jalan tidak memiliki orang tua atau keluarga yang secara positif mendukung
proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari program reintegrasi/
reunifikasi ini, pemerintah juga diamanatkan oleh kebijakan yang ada untuk secara
berkesinambungan mempersiapkan pihak orang tua, keluarga dan lingkungan sosial
yang mendukung proses asimilasi anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih positif.
Dalam prosesnya, sistem pengasuhan alternatif (berbasis lembaga maupun non-
lembaga) merupakan salah satu proses antara atau bentuk tansisi yang dipilih untuk

menjembatani anak dan keluarganya menuju proses reunifikasi yang sesunguhnya.

Namun demikian, berkaca pada implementasi kebijakan dan program terkait
penanganan masalah anak jalanan di tingkat nasional selama ini, ada indikasi kuat
bahwa beragam langkah terobosan dan pedekatan alternatif yang ditempuh oleh
pemerintah selama ini untuk melakukan reunifikasi anak jalanan dengan keluarganya
sangat sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapakan.
Jumlah anak yang hidup di jalanan sendiri tetap mengalami peningkatan di hampir
semua wilayah di Indonesia dari hari ke hari, sementara jumlah anak yang menerima

manfaat dari program pemerintah masih cenderung terbatas.

Tidak konsistennya berbagai kebijakan pemerintah pada level konseptual dan
empiris turut berperan dalam pembentukan budaya politik yang tidak mengupayakan
keberlanjutan program perlindungan bagi anak-anak yang hidup di jalan. Konsep
perlindungan anak dalam praktiknya masih diterjemahkan ke dalam mekanisme
korektif dan pendekatan rehabilitatif. Berbagai tindakan represif masih menjadi
model dominan dalam program-program pemerintah pusat, meskipun dibungkus
dengan label perlindungan. Kegagalan pelaksanaan program-program nasional juga
disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia di tingkat provinsi dan kabupaten.
Sedikitnya sumber daya yang mampu memahami dan mengimplementasikan gagasan
dan program nasional dengan benar merupakan faktor penting bagi kegagalan

kebijakan dan program pemerintah selama ini, terutama di tingkat daerah.
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Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, pada akhirnya, muara dari ke-
seluruhan kebijakan dan program perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan
adalah upaya reunifikasi/reintegrasi mereka dengan keluarga dan lingkungan sosialnya
yang lebih baik. Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya evaluasi atas implementasi
kebijakan dan program perlindungan anak yang hidup di jalanan di wilayah Provinsi
DIY, khususnya implementasi program reunifikasi yang ada selama ini. Adapun yang
menjadi inti pertanyaan (research question) dalam penelitian ini adalah: ‘Bagaimanakah
pendekatan reunifikasi anak jalanan di DIY, khususnya pendekatan yang berbasis
agama, diimplementasikan di lapangan?’

Secara rinci pertanyaan penelitian tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 (dua)

pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimanakah kebijakan dan program reunifikasi dan reintegrasi anak jalanan

diimplementasikan di DIY selama ini?

2. Bagaimanakah bentuk pendekatan alternatif berbasis agama serta bagaimanakah
signifikansi dari pendekatan tersebut dalam mendukung program reunifikasi dan

reintegrasi anak jalanan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya?

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya evaluasi atas implementasi kebijakan
dan program perlindungan anak yang hidup di jalanan di wilayah Provinsi DIY,
khususnya implementasi program reunifikasi yang ada selama ini. Secara khusus
penelitian ini terfokus pada upaya menggali pendekatan-pendekatan alternatif dalam
mendukung program reunifikasianakjalanan dengankeluarga danlingkungan sosialnya
yang lebih baik. Karena pada hakekatnya, sebagaimana telah disinggung di atas, orang
tua dan lingkungan sosial yang sehat merupakan eleman penting dalam proses tumbuh

kembang anak yang tidak bisa digantikan perannya oleh pihak manapun.

II. Metode Penelitian

Pendekatan kulatitatif diaplikaskan dalam penelitian ini guna menggali data
tentang implementasi program perlindungan anak jalanan di DIY khususnya dan di
Indonesia pada umumnya, khususnya terkait program reunifikasi anak jalanan dengan
keluarga dan lingkungan sosialnya. Namun demikian penelitian ini juga menggunakan
data kuantitatif yang digunakan sebagai baseline data guna menjelaskan persoalan

umum komunitas anak jalanan di Indonesia.

Data sekunder yang terkait dengan anak-anak yang hidup di jalan dikumpulkan
dari berbagai lembaga, baik pemerintah DIY, Pemerintah kabupaten/Kota, LSM

maupun lembaga lainnya. Selain itu data yang berbasis website juga menjadi salah satu
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acuan dalam kajian ini. Data dapat berbentuk data populasi, data sasaran pelayanan,

laporan program dan kegiatan serta informasi terkait lainnya.

Karena alasan etika penelitian, tidak ada anak-anak yang secara langsung
dilibatkan dalam proses wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap

sejumlah partisipan atau narasumber sebagai berikut:

Perwakilan komunitas jalanan

Orang tua atau keluarga anak yang hidup di jalan
Pejabat pemerintah

Pakar tentang isu perlindungan anak

Aktivis dari lembaga kesejahteraan anak berbasis agama (Islam)

AU

Tokoh masyarakat

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu
dengan cara data yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara sistematis, diinter-
pretasikan, dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman
tentang gejala yang diteliti. Ada 3 (tiga) jalur yang digunakan untuk melakukan analisis

tersebut, yakni:

a. Reduksi data (data reduction) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penye-
derhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam fieldnote (catatan lapangan).
Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasilnya data
dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta

penggolongan dalam satu pola.

b. Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi informasi yang memung-
kinkan kesimpulan atas riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Proses ini dilakukan dari awal
pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang
ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi
yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan
kesimpulan (Miles & Huberman, 1992; 15-19).

Ketiga komponen analisis data di atas dalam aplikasinya membentuk sebuah
interaksi antara ketiganya dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus,
dimana sifat interaksi ketiganya berjalan terus menerus dari proses awal peneliti turun

ke lapangan hingga selesainya proses penelitian (HB Sutopo, 1988; 37).
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II1. Hasil dan Pembahasan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komitmen kuat dari Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meningkatkan sistem perlindungan terhadap anak
yang hidup di jalan salah satunya ditandai dengan lahirnya 2 (dua) kebijakan baru yang
diharapkan memunculkan langkah-langkah terobosan bagi penyelesaian masalah anak
jalanan di daerah ini. Kedua kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang
Hidup di Jalan serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara
Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan.

Implementasi dua kebijakan tersebut sudah memasuki tahun ke lima. Namun
demikian belum ada indikasi kuat bahwa beragam langkah terobosan dan pendekatan
alternatif yang ditempuh oleh pemerintah selama ini memiliki dampak yang signifikan
bagi penyelesaian persoalan anak jalanan di wilayah DIY. Jumlah anak yang hidup
di jalanan tidak kunjung mengalami penurunan, bahkan ada indikasi mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, sementara jumlah anak yang menerima manfaat
dari kebijakan dan program pemerintah tersebut masih cenderung terbatas. Data
dari kajian ini menunjukkan gambaran di lapangan tentang implementasi 2 (dua)
kebijakan pemerintah DIY tersebut. Berbagai kendala teridentifikasi dalam kajian
ini yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan

sebagaimana yang ditargetkan.

A. Kerancuan Pemahaman Arah Kebijakan Anak Jalanan

Pretensi dari kebijakan baru pemerintah, khususnya pemerintah DIY
terkait anak jalanan ini adalah upaya dekonstruksi terhadap paradigma lama, yakni
perubahan dari pendekatan kontrol dan kriminalisasi menuju paradigma baru yang
mengedepankan upaya perlindungan anak melalui upaya pemenuhan hak-hak mereka.
Namun demikian data di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan
program anak jalanan di DIY masih cenderung berpegang pada pola dan paradigma
lama. Program-program yang sudah dijalankan selama lebih dari dua tahun terakhir ini
terfokus hanya pada individu anak sebagai obyek sasaran (Castanon, 1998; Ferguson,
2003), sementara pihak dan faktor terkait lainnya, termasuk keluarga dan lingkungan

belum sepenuhnya menjadi bagian dari framework implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam hal ini, seperti telah disinggung juga di atas sebelumnya, ada 2 (dua)
kecenderungan utama dalam kebijakan dan program-program yang ada selama ini.
Pertama, kebijakan dan program terkait anak jalanan tersebut cenderung menyoroti

berbagai bentuk perilaku yang dianggap menyimpang yang ditunjukkan oleh anak
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jalanan. Menjadi anak jalanan seolah-oleh identik dengan bentuk kenakalan dan
perilaku menyimpang. Dalam hal ini langkah-langkah yang ditempuh cenderung
menjadikan anak sebagai obyek sasaran perubahan perilaku, sementara itu aspek-
aspek lain di sekelilingnya, termasuk pengaruh orang tua dan ketidakberfungsian

keluarga cenderung terabaikan.

Kedua, beberapa program anak jalanan lainnya cenderung melakukan
romantisasi yang berlebihan tentang kondisi anak jalan, sehingga gambaran obyektif
tentang persoalan dan apa yang sebenarnya dibutuhakn oleh mereka tidak pernah
terkespose dengan benar (Beazley, 1999). Dominannya kedua jenis pendekatan tersebut
telah berdampak pada minimnya penerapan langkah-langkah strategis, seperti model
asesmen yang berbasis bio-psycho-social-spiritual, sebagaimana diintrodusir oleh kedua

kebijakan baru tersebut.

Langkah perlindungan bagi anak jalanan tersebut tidak semata-mata bertujuan
untuk mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, sebagaimana yang lazim dipahami
selama ini. Perlindungan yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun
2011, misalnya, meliputi upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaannya. Lebih lanjut, perlindungan tersebut juga meliputi upaya
melindungi anak jalanan dari bentuk-bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan,

demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3).

Secara garis besar upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan
yang digariskan oleh Perda Nomor 6 tahun 2011 dan Pergub Nomor 13 tahun 2012
diselenggarakan melalui 4 (empat) langkah startegis, yakni: Upaya pencegahan, upaya

penjangkauan, upaya pemenuhan hak, dan/atau upaya reintegrasi sosial.

Upaya pencegahan menjadi salah satu komponen yang ditekankan dalam
dua kebijakan tersebut, dengan maksud sebagai upaya preventif untuk menekan
pertumbuhan komunitas anak yang hidup di jalan di DIY. Pendekatan yang dipakai
pemerintah selama ini cenderung terfokus pada aspek kuratif dengan menafikan
pentingnya upaya membendung anak-anak yang rentan untuk ikut turun ke jalan.
Anton (bukan nama sebenarnya), salah seorang child protection specialist yang bekerja

untuk salah satu LSM, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah ini.

‘Kalau dari sisi konsep keberpihakan pada hak-hak anak saya akui Perda anjal
ini memang lebih kuat ya. Alur filosofi dan muatannya sangat kuat dan memang pro
anak, harus kita akui itu. Tapi itu dalam konsep ya, karena praktiknya nanti gimana kita
masih menunggu.... Saya senang juga baca ada penekanan pada upaya-upaya preventif.

Harusnya kita memang mainnya lebih di situ. Selama ini kan seperti menunggu saja.
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Artinya seolah-olah kita tunggu sampai anak itu kondisinya parah baru kita intervensi.
Langkah preventif itu kan seperti kita siap-siap sebelum hujan dan banjir datang. Kalau
telat persiapannya ketika banjir sudah datang ya nggak ada gunanya. Tapi ya itu, kita
tunggu bagaimana apakah praktik dan implikasinya sesuai dengan konsep’ (Interview,
22 September 2016).

Aspek penting lain dari kedua kebijakan tersebut adalah dijadikannya upaya
reintegrasi/reunifikasi anak jalanan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya yang
lebih baik sebagai muara dari keseluruhan kebijakan perlindungan dan pemenuhan
hak-hak anak yang hidup di jalanan. Termasuk dalam rangkaian pendekatan ini
adalah pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan
dari program intervensi untuk anak jalanan sebagaimana diamanatkan oleh kedua
kebijakan pemerintah DIY tersebut. Hal ini banyak ditanggapi positif oleh responden
yang terlibat dalam kajian ini, karena pendekatan itu dirasa paling sesuai dengan filosofi
perlindungan anak, dimana pada hakekatnya orang tua, keluarga, dan masyarakat
merupakan eleman penting dalam proses tumbuh kembang anak yang tidak bisa

digantikan perannya oleh lembaga perlindungan anak.

Namun demikian beberapa pihak merasa masih belum cukup yakin bahwa
kebijakan reunifikasi dan reintegrasi ini akan berjalan sebagaimana yang ditargetkan,
terutama mengingat kesiapan sumber daya dan juga kesiapan para pemangku kebijakan.
Anton (bukan nama sebenarnya) memberikan komentar yang senada tentang hal ini:

‘Sama dengan kebijakan yang lain, kita masih menunggu kesiapan pemerintah

mengimplementasikannya. Kalau dari sumber daya yang ada saat ini saya

pesimis bahwa program-program yang ada akan berjalan dengan baik. Maaf ya,
orang-rangnya kan masih sama, itu-itu saja dari dulu, dan saya kira mereka juga
tidak aktif mengembangkan diri dengan baik ya, artinya tidak memperbaharui
pengetahuan dan wawasannya... Seperti reintegrasi itu kan tidak bisa instan
perencanaannya. Mau diintegrasikan gimana kalau kesiapan keluarga dan
masyarakat tidak ditata dulu. Begitu juga yang lain ya, saya kira kita harus tetap

optimis tapi ya harus tetap di kawal pelaksanaannya’ (Interview, 22 September
2016).

Salah satu temuan menarik dari kajian ini adalah bahwa, meskipun memiliki
perspektif berbeda, semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik dari pihak
pemerintah maupun LSM, menyatakan pendapat yang sama bahwa kebijakan dan
program pemerintah bagi anak yang hidup di jalan di DIY masih belum cukup efektif
untuk mengatasi kompleksitas persoalan yang ada. Dari pendapat para responden
kajian ini terlihat jelas bahwa dari sisi konseptual hampir kebanyakan dari mereka
cukup optimistis dengan filosofi dan arah dari kedua kebijakan pemerintah DIY

tentang anak jalanan tersebut.
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Namun demikan, salah satu hal yang membuat sebagian responden pesimistis
adalah kenyataan bahwa implementasi kedua kebijakan tersebut meniscayakan adanya
perubahan perspektif, sikap dan komitmen penuh dari para penyelenggara negara,
aparat pemerintahan, penegak hukum, serta pihak-pihak terkait perlindungan anak di
DIY untuk melaksanakan mandat mereka sebagaimana diatur dalam kebijakan yang
ada. Lebih lanjut, beberapa pihak memandang bahwa tanpa adanya perubahan yang
fundamental terkait cara pandang, sikap dan komitmen para pemangku kebijakan,
program-program baru yang diinisiasi pemerintah selama ini tidak akan tepat sasaran
dan bahkan bisa kontra produktif.

Dalam konteks penjangkauan (outreach) misalnya, langkah-langkah dan
pendekatan yang semestinya diterapkan oleh Tim Perlindungan Anak telah diatur
dengan rinci baik dalam Perda maupun Pergub yang ada. Namun demikian tanpa
didukung oleh sumber daya yang memiliki kualifikasi yang memenuhi standar, karakter
perlindungan dan pengayoman yang menjadi tekanan dari kedua kebijakan tersebut

bisa diimplementasikan dalam bentuk yang sebaliknya, yang jutrsu merugikan anak.

Karakter perlindungan dan pengayoman yang diusung oleh Perda dan Pergub
tersebut semestinya tidak lagi mentolerir bentuk-bentuk upaya represif. Dalam konteks
DIY sendiri memang benar bahwa pendekatan represif mungkin tidak lagi dominan
dan bahkan mungkin tidak lagi terlihat di permukaan. Namun demikian bukan berarti
bahwa upaya represif tersebut tidak diterapkan lagi oleh pemerintah dalam program-
program penyelesaian masalah anak jalanan. Sebagimana dijelaskan oleh Budi (bukan
nama sebenarnya), salah satu aktivis di rumah perlindungan anak, bahwa pendekatan
represif dalam penanganan anak jalanan di Yogyakarta masih tetap dominan, meskipun
tidak terang-terangan tampak di permukaan seperti dulu.

“Ya mungkin tidak kayak dulu ya, digaruk dimasukkan mobil secara paksa gitu.

Nggaklah kalau sekarang, sudah lebih baik caranya. Tapi bukan berarti bahwa

pendekatan koreksional itu tidak diterapkan lho ya. Banyak yang salah paham

di sini. Dalam beberapa hal praktik yang sekarang dijalankan pemerintah itu

lebih kejam lho. Dulu digaruk paksa memang, tapi nggak lama dilepaskan

lagi karena pemerintahnya nggak punya rencana jelas. Sekarang kan beda ya,
digaruk terus dikurung tidak bisa keluar. Kan begitu desainnya... Yang jelas
anggapan bahwa anak jalanan sebagai gangguan keamanan masyarakat itu
masih ada dan masih menjadi alasan utama dalam kebijakan yang ada di sini

(di DIY). Mereka digaruk bukan untuk diamankan tapi lebih karena alasan
mengganggu ketertiban, yak kan?’ (FGD, 21 Agustus 2016)
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B. Persoalan Asesmen dan Desain Program

Beberapa hasil penelitain terdahulu menunjukkan bahwa keputusan anak
jalanan di Indonesia untuk tinggal dan bekerja di jalanan adalah akibat dari rangkaian
kondisi yang kompleks di dalam keluarga, lingkungan pertemanan, komunitas, dan
masyarakat pada umumnya (Bongkok, 1994). Sehubungan dengan itu, upaya untuk
mengidentifikasi faktor tunggal sebagai penyebab utama keberadaan anak jalanan di
Indonesia bukan hanya sulit dilakukan, tapi juga sia-sia karena sebenarnya tidak ada
faktor tunggal (single major factor) atau faktor paling dominan sebagai penyebab utama
keberadaan anak jalanan di Indonesia. Masing-masing faktor dan variabel memiliki
andil tersendiri dalam mendorong anak turun ke jalanan. Oleh karena itu, mengambil
kesimpulan bahwa salah satu faktor lebih kuat dibandingkan dengan faktor lainnya
sebagai ‘push-pull factors’ (Bromling, 1977), faktor yang mendorong anak ke jalan atau
sebaliknya menarik anak dari jalanan, juga sulit dilakukan, karena keputusan sebagian
besar anak jalanan untuk tinggal dan bekerja di jalanan berbeda satu sama lain, dimana

alasan anak turun ke jalanan juga kerap berubah-rubah.

Atasdasarinilah paraahlimenyimpulkanbahwapemetaandataanakjalananakan
memiliki signifikansi hanya bila didasarakan pada hasil asesmen yang komprehensif.
Pemetaan data berbasis asesmen ini dirasa sangat penting karena komunitas anak
jalanan sendiri sangat beragam klasifikasi, persoalan dan latar belakangnya. Ada
indikasi kuat, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa ketidakberhasilan program-
program pemerintah terkait anak jalanan selama ini disebabkan karena data yang ada
cenderung artifisial, sebatas data demografis yang tidak berbasis asesmen, yang tidak
bisa memberi arah bagi desain kebijakan dan sistem penganggarannya. Oleh karena
itu, banyak kebijakan dan program yang disesain berdasarkan pada data tersebut yang

pada akhirnya cenderung salah sasaran.

Tidak bisa dipungkiri bahwa melakukan pendataan anak jalanan berbasis
asesmen tidaklah mudah dilakukan mengingat beberapa persoalan dan kondisi terkait
komunitas ini, seperti persoalan mereka dengan identitas kependudukan, kehidupan
mereka yang nomaden serta tidak adanya keteriktan yang signifikan dengan orang
tua/keluarga. Namun sebagimana telah disinggung di atas, persoalan tersebut tidak
semestinya dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa pendataan anak jalanan
berbasis asesmen tidak bisa dilakukan (Ennew, 2000; Panter-Brick, 2002).

Data dari hasil asesmen tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas
tentang anak jalanan beserta variasi kondisi persoalan riil mereka di lapangan yang
sangat beragam. Dari beberapa forum diskusi (FGD) dan interview selama proses

pengumpulan data penelitian ini tergambar dengan jelas bahwa data anak jalanan
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yang ada saat ini masih memberikan gambaran yang salah tentang anak jalanan,
dimana mereka masih dipresentasikan sebagai komunitas yang homogin karakter dan
persoalannya. Oleh karena itu, seperti dijelaskan oleh Iwan (bukan nama sebenarnya),
kebijakan dan program yang didasarkan pada penggambaran homogin tentang anak
jalanan tersebut sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak jalanan
itu sendiri.
‘Program pemerintah itu kan sudah ditentukan desain dan pelaksanaanya. Kita
di lembaga kalau dapat bantuan program pemerintah kan sekedar ‘ngecakke’
(mengimplementasikan) sesuai apa yang digariskan. Bisa sih kita sesuaikan
dengan kebutuhan kita, tapi kita juga harus rubah pelaporannya nanti, kita

malah yang akhirnya harus memalsukan laporan nantinya, repot juga... (FGD,
21 Agustus 2016).

Hasil asesmen yang komprehensif setidaknya bisa memberikan klasifikasi anak
jalananyanglebihakuratberdasarkan elemenatauvariable tertentuyangbisadisesuaikan
dengan arah kebijakan atau program yang akan dirancanang oleh pemerintah. Dalam
merancang program reunifikasi atau permanency planning, misalnya, hasil asesmen
terkait pola hubungan anak dengan keluarga bisa dijadikan rujukan. Seperti klasifikasi
yang dikemukanan oleh Balanon (1989), seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas,
dimana anak jalanan dalam konteks ini bisa diklasifikasikan berdasarkan hasil asesmen
level kontak mereka dengan orang tua atau keluarganya. Dalam hal ini, anak jalanan
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yakni: Pertama, Street children with
continuous family contacts — yakni anak jalanan yang bekerja di jalanan paruh waktu,
dimana mereka tetap tinggal bersama orang tuanya sebagaimana anak-anak pada
umumnya. Kedua, Street children with occasional family contacts — yakni anak yang
kerja di jalanan dan masih memiliki kontak dengan keluarganya, namun demikian pola
relasi mereka dengan orang tua dan keluarga tidak sehat atau tidak cukup signifikan.
Ketiga, Street children without family contacts — yakni anak yang memang hidup di
jalan dan tidak lagi memiliki kontak dengan orang tua atau keluarganya (Balanon,
1989, p.160-161; lihat juga Phillips, 1994).

Dalam konteks kebijakan dan program penanganan masalah anak jalanan
di DIY, sebagaimana digambarkan dalam hasil FGD penelitian ini, proses asesmen
sendiri selama ini tidak dilakukan secara komprehesif sebagai bagian dari program
penjangkauan (reach out) yang bisa menjadi panduan penentuan program intervesi
yang tepat untuk anak-anak yang baru diselamatkan dari jalanan. Proses asesmen justru
selama ini dilakukan kepada anak jalanan yang sudah masuk lembaga dan mengikuti
program reguler dengan tujuan yang terbatas, seperti sekedar untuk menentukan

pilihan kegiatan yang dirasa pas untuk diikuti oleh anak tertentu selama mereka dalam
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pengasuhan lembaga, sebagaimana dijelaskan oleh Anton (bukan nama sebenarnya):

‘...asesmen itu sudah dilakukan memang, jadi bukan berarti tidak ada asesmen.
Tapi hasil asesmen itu kan tergantung siapa yang melakukan juga. Asesmen
anjal yang dilakukan oleh psikolog beda hasilnya dengan yang dilakukan oleh
dokter. Kalau hasil asesmen tersebut dijadikan rekomendasi untuk kebijakan
dan program kan jadi beda juga nanti. Psikolog akan merekomendasikan
program intrevensi untuk anjal yang beda dengan apa yang direkomendasikan
oleh dokter tentunya... kalau kita perhatikan selama ini proses asesmen ini
kan terbatas artinya untuk placement saja. Program-program untuk anjal kan
sudah didesain dengan beragam pilihan, nah asesmen itu dilakukan sekedar
untuk menentukan pilihan program mana yang pas untuk anak, bukan untuk
keperluan desain kebijakan atau program baru’ (Interview, 22 September 2016).

Dalam proses asesmen dan pendataan anak jalanan, pemerintah daerah
semestinya didorong untuk membentuk tim khusus dari berbagai elemen, termasuk
di dalamnya pekerja sosial dan tenaga profesional di bidang perlindungan anak, yang
bekerja secara profesional melakukan pendataan dan asesmen terhadap anak-anak
yang hidup di jalan beserta keluarganya. Dalam data berbasis asesmen tersebut masing-
masing anak jalanan secara singled-out akan terpetakan dengan jelas permasalahan
dan kebutuhannya, termasuk background, faktor push-pull yang membawa mereka ke
jalanan, tingkat resiliensi, faktor resiko dan faktor pelindungnya, serta skala prioritas

pemenuhan kebutuhan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

C. Pola Lama Rumah Singgah yang Sulit Ditinggalkan

Kebijakan dan program-program intervensi terkait penyelesaian persoalan
anak jalanan yang digagas oleh pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengalami
perubahan. Program perlindungan anak berbasis lembaga (institutional-based
programs) merupakan bagian dari kebijakan perlindungan anak jalanan di Indonesia
yang hingga saat ini tetap dipertahankan sebagai salah satu pilar tumpuan utama
program kesejahteraan anak jalanan, dengan didasari alasan bahwa lembaga akan
menjadi tempat yang lebih aman bagi anak-anak untuk bisa lepas dari kehidupan

jalanan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan penyediaan lembaga
perlindungan anak ini tidak selalu mendapatkan respon positif, bahkan dari anak
jalanan dan komunitas penggiat kesejahteraan anak jalanan itu sendiri. Animo anak
untuk masuk ke lembaga perlindungan yang disediakan pemerintah tidak cukup tinggi.
Dalam beberapa konteks, lembagalah yang pada akhirnya menerapakn kebijakan
represif untuk memaksa anak masuk ke lembaga perlindungan, karena harapan bahwa

anak akan dengan suka rela (voluntary) bergabung dengan program yang disediakan
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lembaga perlindungan anak jalanan tidak pernah terwujud. Kondisi inilah yang pada
akhirnya menimbulkan pertanyaan penting tentang ’Apa yang salah dari lembaga
perlindungan anak yang didesain pemerintah selama ini, sehingga anak jalanan justru

tidak mau bergabung di dalamnya?’

Menjamurnya lembaga perlindungan anak dengan model rumah singgah
merupakan fenomena penting yang menandai gerakan masiv perlindungan anak
jalanan di Indonesia, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun
90an. Menjamurnya rumah singgah untuk anak jalanan juga tidak lepas dari dorongan
internasional penanganan masalahanakjalanandilndonesiayangdipandangmengalami
eskalasi yang cukup memprihatinkan sebagai imbas dari krisis ekonomi. Banyak
lembaga internasional, seperti UNICEF, UNDP dan ADB, yang menggelontorkan dana
bantuannya guna membantu penyelesaian masalah anak jalanan di Indonesia. Namun
demikian, rumah singgah yang sempat menjamur di Yogyakarta, dan di Indonesia pada
umumnya, akhirnya hilang satu persaru seiring dengan menurunnya dana bantuan
yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga donor baik di dalam

maupun di luar negeri.

Dampak lain dari fenomena menjamurnya rumah singgah ini adalah kenyataan
bahwa sistem layanan berbasis rumah singgah tersebut sepertinya sudah menjadi
mainstream rujukan bagi pelaksaaan program anak jalanan hingga saat ini, meskipun
banyak penelitain menunjukkan bahwa rumah singgah mengalami kegagalan yang luar
biasa dalam upaya penanganan masalah anak jalanan di Indonesia umumnya dan di
DIY khususnya (Muhrisun, 2004). Beberapa desain baru terkait lembaga perlindungan
anak sudah diintrodusir oleh pemerintah selama ini, namun demikian karena beberapa
keterbatasan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, implementasi sistem baru
tersebut akhirnya hanya sebatas replikasi dari sistem rumah singgah yang sudah ada
sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Anton (bukan nama sebenarnya):

...jangan salah, rumah singgah mungkin tidak banyak lagi. Tapi kalau kita teliti

sistem rumah singgah tersebut tetap dipakai, bahkan pada LKSA dan rumah

perlindungan anak yang ada saat ini. Orang-orangnya kan sama dengan yang
dulu mengelola rumah singgah. Pejabat-pejabatnya juga masih sama. Jadi,
kalau rumah singgah dianggap gagal maka sistem yang ada saat ini mereplikasi
kegagalan itu terus menerus. Dari awal saya sudah bilang bahwa rumah singah itu

tidak tepat di Indonesia, makanya saya dengan teman-teman dari awal tidak mau
bergabung dengan teman-teman rumah singgah’ (Interview, 22 September 2016).

Bila ditinjau dari dasar kebijakan pendidriannya, rumah singgah pada awalnya
didesain sebagai sebuah lembaga penyedia layanan yang sifatnya semi institusional.

Institusi ini berfungsi sebagai pusat program penjangkauan (outreach) dan informasi
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yang menyediakan jasa dan bantuan 24 jam (Kementerian Sosial, 1999) atau yang juga

dikenal dengan shelter atau drop-in center.

Program-program berbasis rumah singgah juga sebenarnya didesain sebagai
salah satu elemen daribeberapa program lainnya, yakni satu rangkaian dari tiga program
utamabagianakjalanan di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama
dengan UNDP. Program-program lain yang menjadi rangkaian dari program rumah
singgah ini adalah program Mobil Sahabat Anak dan program pengasuhan alternatif
berbasis panti yang didukung dengan program-program pendidikan alternatif dan
pelatihan kerja sebagai tindak lanjut untuk penyediaan layanan yang lebih baik bagi

anak jalanan (Kementerian Sosial, 2002).

Masalah muncul ketika dua program yang disebut terakhir, terutama program-
program berbasis rumah panti yang didukung oleh program pendidikan dan
pelatihan, tidak berjalan dengan baik. Terlebih, petunjuk pelaksanaan (juklak) baru
yang dikeluarkan pada 2002 menggarisbawahi bahwa layanan di rumah singgah telah
bergeser, tidak hanya terfokus pada anak jalanan, namun juga orang tua mereka dan

masyarakat yang tinggal di sekitar rumah singgah (Kementerian Sosial, 2002).

Hal itu pada gilirannya membebani rumah singgah dengan tanggung jawab
untuk mengembangkan program-program lain yang semestinya dijalankan oleh
panti-panti sosial, lembaga pendidikan alternatif, serta pusat-pusat pelatihan kerja
dan ketrampilan. Dengan terbatasnya sumber daya yang ada serta bertambahnya
beban dan tanggung jawab telah lebih banyak, sebagaimana diatur dalam juklak yang
baru tersebut telah membatasi kemampuan rumah singgah untuk menjalankan tugas
intinya, yakni memberikan perlindungan darurat kepada anak jalanan yang mengalami
persoalan dan kesulitan di jalan. Rumah-rumah singgah tersebut pada gilirannya juga
berubah bentuk, tidak lagi bersifat semi institusional, karena pada kenyataannya anak-
anak yang akan masuk dan ingin mendapatkan layanan harus terdaftar secara resmi

dan memenubhi kriteria tertentu.

Sebagian besar partisipan yang terlibat dalam penelitian kajian ini, terutama dari
kalangan LSM, memandang perubahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah
terkait rumah singgah dan program sejenis tersebut sebagai langkah positif yang bisa
meningkatkan kualitas program penanganan anak jalanan di kemudian hari. Namun,
sebagian dari mereka juga menyayangkan bahwa niat baik untuk melakukan perubahan
itu dinilai sudah terlambat, dimana kompleksitas persoalan terkait dengan rumah
singgah sudah terlanjur sulit diatasi. Mereka mengatakan bahwa dari awal pemerintah
telah menciptakan rintangan besar yang menghalangi perubahan pada rumah singgah.
Dalam hal ini, perubahan pendekatan yang ditawarkan oleh pemerintah tidak ubahnya
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hanyalah merupakan bentuk pengakuan mereka bahwa dalam kenyataannya program-
program terkait dengan rumah singgah tersebut telah gagal. "Sulit sekali memperbaiki
program rumah singgah. Mungin lebih baik kalau kita tiadakan saja’ (Anton, Interview,
22 September 2016).

Kegagalan rumah-rumah singgah tersebut dalam melakukan implementasi
program secara efektif dan tepat sasaran juga telah menuai beragam tanggapan dan
kritik dari berbagai pihak. Penyaluran beragam dana bantuan pemerintah untuk anak
jalanan yang dilakukan melalui rumah singgah disinyalir justru menjadi daya tarik
bagi keluarga miskin untuk mendorong anak-anak mereka pergi ke kota dan bekerja di
jalan, demi mendapatkan dana bantuan pemerintah yang dikucurkan melalui rumah
singgah. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Anton (bukan nama sebenarnya)
bahwa program-program bantuan pemerintah yang berbasis rumah singgah hasilnya
sangat kontra-produktif karena program-program itulah yang justru mendorong anak
untuk pergi dari desa dan menjadi anak jalanan. Hal ini dapat dipahami mengingat
program-program alternatif dari pemerintah untuk membantu anak dan keluarga

miskin di pedesaan masih sangat kurang.

D. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kebijakan dan Program Pemerintah

Salah satu hal menarik dari data penelitian ini adalah bahwa, meskipun memiliki
perspektif berbeda, semua responden dalam penelitian ini, baik dari kantor pemerintah
maupun lembaga non-pemerintah, menyatakan bahwa kebijakan dan program
pemerintah bagi anak jalanan di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya tidak
efektif. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa program-program yang ada selama
ini terbukti tidak tepat sasaran dan tidak mampu menyelesaikan masalah anak jalanan.
Dalam hal ini program reunifikasi yang menjadi muara dari keseluruhan kebijakan

penanganan anak jalanan tidak berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan.

Program anak jalanan di Indonesia, dan juga di dunia pada umumnya selama
beberapa dekade terakhir ini, hampir selalu terfokus hanya pada anak sebagai obyek
sasaran (Castanon, 1998; Ferguson, 2003). Dalam hal ini ada 2 (dua) kecenderungan
utama. Pertama, program anak jalanan tersebut cenderung menyoroti berbagai bentuk
perilaku yang dianggap menyimpang yang ditunjukkan oleh anak jalanan. Kedua,
beberapa program lainnya cenderung melakukan romantisasi yang berlebihan tentang
kondisi anak jalan, sehingga gambaran obyektif tentang persoalan dan apa yang
sebenarnya dibutuhakn oleh mereka tidak pernah terkespose dengan benar (Beazley,
1999). Dominannya kedua jenis pendekatan tersebut telah berakibat pada minimnya

program yang berupaya untuk mengevaluasi kebijakan dan program bagi anak jalanan.
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Kebijakan dan program berbasis hak anak yang selama ini digagas oleh
pemerintah dalam kenyataannya belum bisa mendorong perubahan berarti pada
program-program pemerintah, bahkan pada sikap pemerintah terhadap anak jalanan
itu sendiri. Dalam berbagai kebijakan dan program yang ada selama ini, populasi anak
jalanan tetap berada dalam kategori kelompok pinggiran yang keberadaanya bahkan
sering dianggap sebagai gangguan bagi kemapanan nilai-nilai sosial kemasyarakatan
dan ketertiban umum. Program-program intervensi bagi anak jalanan masih tetap
dijalankan dengan pendekatan “rehabilitasi sosial’, yang berarti bahwa populasi ini
masih dipandang sebagai kelompok anak bermasalah yang perlu direhabilitasi, bukan

sebagai pihak yang berhak dan harus mendapatkan perlindungan.

Beberapa faktor penting diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai penyebab
kegagalan upaya pemerintah, terutama program reunifikasi anak jelanan pada keluarga
dan masyarakat. Pertama, tidak konsistennya kebijakan pemerintah adalah salah satu
faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya program-program pemerintah,
meskipun dananya telah tersedia. Fenomena “ganti pejabat ganti kebijakan” telah
menjadi permasalahan serius bukan hanya di Kementerian Sosial yang selama ini

menangani anak jalanan, tapi juga di kementerian dan departemen lain.

Kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemegang kekuasaan,
dalam hal ini antar kementerian dan departemen terkait, diakui-bahkan oleh menteri
sosial-menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan program-pro-

gram pemerintah.

Ketiga, program-program tersebut tidak didesain sebagai program berkesinam-
bungan. Program-program itu lebih terfokus pada penyediaan layanan karitatif dengan
tujuan jangka pendek daripada menekankan pada pendekatan pengembangan sumber
daya manusia sebagai tujuan jangka panjang (Asian Development Bank, 2003). Hal itu
memaksa anak-anak menjalani berbagai program yang selalu berganti-ganti sebelum

akhirnya gagal dan kembali lagi ke jalanan.
Keempat, kegagalan program-program yang telah ada juga disebabkan oleh

minimnya sumber daya manusia di pemerintah, terutama di tingkat provinsi dan
kabupaten. Minimnya sumber daya manusia ditambah dengan masalah kekurangan
dana dipandang sebagai penyebab sulitnya implementasi berbagai program nasional
terutama di level daerah. Seperti yang dinyatakan oleh informan dari beberapa kantor
pemerintah bahwa sebenarnya begitu banyak gagasan dikemukakan oleh pemerintah
pusat untuk penanganan anak jalanan. Namun semua gagasan tersebut pada akhirnya
hanya sebatas menjadi ide-ide individu yang tidak pernah diwujudkan dalam bentuk

program nyata berskala nasional yang dilengkapi dengan petunjuk teknis tentang
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bagaimana implementasinya di level daerah. Minimnya sumber daya yang memiliki
pengetahuan dan kompetensi dalam penanganan anak jalanan, terutama di level
provinsi dan kabupaten, juga dipandang sebagai faktor utama yang menyebabakan
program penanganan anak jalanan di daerah cenderung tidak tepat sasaran. Dengan
pengetahuan dan kompetensi yang sangat minim, banyak pejabat pemerintah dan
pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten yang menganggap petunjuk teknis dari
pemerintah pusat layaknya “kitab suci” yang harus benar-benar secara detail dipatuhi,
meskipun tidak sesuai dengan kondisi dan situasi riil yang ada di daerah. Akibatnya,
berbagai program yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhan anak jalanan di
daerah tetap dijalankan, sementara program-program yang menjadi kebutuhan utama

justru diabaikan.

IV. Simpulan

Program-program intervensi bagi anak jalanan di Indonesia hampir semuanya
merupakan replikasi dari kebijakan dan program yang dibuat oleh lembaga-lembaga
internasional, terutama lembaga-lembaga donor, yang kerap tidak mencerminkan dan
tidak mempertimbangkan kondisi riil terkait faktor budaya dan kebutuhan masyarakat
lokal. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan berbagai program
penanganan anak jalanan di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Program-
program nasional yang ada selama ini terkesan tidak dijalankan secara sungguh-
sungguh, terutama terkait dengan bagaimana implementasinya di tingkat provinsi dan
kabupaten sehingga cenderung gagal dalam membidik akar penyebab permasalahan
anak jalanan di Indonesia. Beberapa kebijakan dan program bahkan terlihat semata-
mata sebagai bentuk formalitas, sebagai reaksi atas desakan internasional, sebagaiman
terlihat dalam berbagi bentuk ratifikasi kebijakan internasional oleh pemerintah
Indonesia terkait masalah anak yang cenderung tidak memiliki dampak yang signifikan

dalam penanganan masalah anak di Indonesia.

Tidak konsistennya berbagai kebijakan pemerintah pada level konseptual dan
empiris turut berperan dalam pembentukan budaya politik yang tidak mengupayakan
keberlanjutan program intervensi. Konsep perlindungan anak dalam praktiknya
masih diterjemahkan ke dalam mekanisme korektif dan pendekatan rehabilitatif.
Berbagai tindakan represif masih menjadi model dominan dalam program-program
pemerintah, meskipun dibungkus dengan label perlindungan Kegagalan pelaksanaan
program-program nasional juga disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia
di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedikitnya sumber daya yang mampu memahami

dan mengimplementasikan gagasan dan program nasional dengan benar merupakan
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faktor penting bagi kegagalan program anak jalanan di Indonesia selama ini, terutama
di tingkat daerah.
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